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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 5/SK/KEP.10/VIIl/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan
kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang perubahan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kepulauan Anambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4844);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

7.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008  tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

10 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2016 Nomor 51);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 76 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan anambas Tahun 2019 Nomor 482).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN

2021-2026

KESATU . Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kepulauan Anambas, dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
menyusun anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2021-2026

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan
ditetapkan dalam Bentuk Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Anambas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada tanggal : 24 Agustus 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
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Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);

2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporany;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa
(sebagai laporan);

4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
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Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
ngembangan Sumber Daya Manusia
Nomor : 5/SK/KEP.10/VII1/2021
Tanggal :Z?/\guutuu 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021-2026

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah di bidang kepegawaian dan b komp
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

b. F jan duk atas penyel i daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan p sumber daya i

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan (:gns dan fungsinya.

No. Sasaran Strategls ""k““;‘{;"“ D= Formulasi/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan
IP ASN pakan i yang d kan untuk Sesuai dengan Permenpan Nomor 38 tahun 2018
mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan . .. |tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
o ol 350 i -iin[,km’;" N omalitas |Hasi! Pf"zuk‘fm"l_N""' Sipil Negara dan Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019
Indeka Profesionalias ASH |G "reriri dari 4 dimensi : Kualifiknsi (bobot 25%), | nase peumency - [tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan
Meningkatnya Profesionalitas Kompetensi (bobot 40%), Kinerja (bobot 30%) dan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
L Aparatur Disiplin (bobot 5%) Negara
P T PETETAATT BISTETT TETT Paaa & ASPER
ilaian meliputi per k P d T T G el Peraturan KASN NO. 5 TAHUN 2017 Tentang Penilaian
Indeks Sistem Merit pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen nﬂ:‘ag“si‘mm merit |Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN
kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, peneTap di Instansi Pemerintah
i dan nel casistem ink
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara
i .| P k k kit dan hasil i : dan Reformasi Birckrasi Republik Indonesia Nomor 26
Indeks Reformasi Birokraxi pelaksanaan RB Lembar kerja.ovaluasiRE Tahun 20 entang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
lR:Ig_rm_n_s_}iirokmsi
Nilai Akuntabilitas Kinerja § 5 - .
5 Meningkatnya Instansi Pemerintah (AKIP)  |Hasil Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah ﬂﬁ‘;’;;‘::;lfg::; s D gleh Inspekiorat
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah upaten
Indikator untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan
Nilai Indeks Kepuasan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Laporan Hasil SKM kepegawaian yang diberikan sesuai Permenpan RB
Masyarakat Kepegawaian Pelayanan Kepegawaian |Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survey Kepuasan Masyarakat)

Tarcmpaﬂ?/\gus!u: 2021
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